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BAB I 

RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP) 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

Diantara 7 Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional 2025 salah satu diantaranya adalah terwujudnya Kantor 

LayananModern dengan memberikan produk serta Layanan Pertanahan 

Dan Tata Ruang Secara Elektronik. Melalui visi Kementerian 

ATR/BPN tersebut terkandung misi untuk memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dalam memberikan layanan  pertanahan  yang 

bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Tuntutan perbaikan terhadap 

pelayanan publik tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN untuk 

terus berbenah kearah yang lebih baik dan bertransformasi, utamanya 

dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dimana pemanfaatan teknologi 

menjadi peran utama dalam memberikan kemudahan. Masyarakat sudah 

menuju bergerak ke era digital/elektronik hal ini dibuktikan dengan 

servis yang menunjang kegiatan sehari- hari sudah berbasis digital, 

servis untuk berbelanja kebutuhan pokok hingga sekunder/eCommerce, 

servis mendapatkan jasa transportasi, jasa  pengantaran/delivery, 

layanan kesehatan hingga pembayaran transaksi pun menggunakan uang 

digital/elektronik, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang 

menjadi salah satu kunci Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna 

layanan publik adalah pada kata mudah. Oleh karena itu perlu 

melakukanLangkah-langkah percepatan pemutakhiran data pertanahan 

sebagai pondasi (database) dalam rangka pelaksanaan pelayanan 

berbasis elektronik dengan cara mengembangkan ide-ide kreatif untuk 

membuat sebuah inovasi percepatan. Tujuannya supaya proses 

pelayanan administrasi pertanahan dapat dilakukan secara elektronik, 

online, realtime, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat atau 

sesuatu yang berkaitan dengan investasi. Hal ini harus menjadi perhatian 

untuk jajaran Kementerian ATR/BPN terutama kantor-kantor 

Pertanahan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan 
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publik. 

 
1.2. Tujuan Aksi Perubahan 

 
Adapun tujuan dari Rancangan Aksi Perubahan (RAP) ini yaitu: 

 Jangka Pendek (selama 2 bulan kedepan) terlaksananya akselerasi 

LayananPengecekan Sertifikat; 

 

 Jangka Menengah (selama 6 bulan setelah  jangka  pendek 

selesai) terlaksananya layanan Pengecekan Sertifikat yang 

berkualitas dan tidakmelewati SOP, serta berkurangnya intensitas 

 

 Jangka Panjang (selama 2 tahun setelah jangka  menengah 

selesai) terlaksananya Pelayanan Pertanahan Pengecekan 

Sertifikat yang berkualitas dan tidak melewati SOP, berkurangnya 

intensitas tunggakan, serta meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan. 

 

1.3. Manfaat Aksi Perubahan 

Dengan pelaksanaan aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

a. Bagi Team Leader 

Sebagai suatu tantangan dalam menerapkan kemampuan 

manajerial sebagai seorang pemimpin yang tangguh dalam 

menciptakan ide - ide kreatif melakukan inovasi untuk 

meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan publik 

berbasis elektronik. Kemudian dapat menambah wawasanberpikir 

untuk melakukan perbaikan pelayanan pekerjaan dan peningkatan 

kemampuan serta penerapan karakter – karakter pemimpin yang 

melayani (Servant Leadership); 

 

b. Bagi Unit Kerja / Organisasi 

Meningkatnya kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan 

publik dan semakin siap untuk mewujudkan target tahun 2023 

transformasi seluruh layanan pertanahan berbasis elektronik hal 
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akan mempermudah organisasi dalam memberikan pelayanan, 

melakukan kontrol, dan meningkatkan kepuasan kepada 

masyarakat pengguna layanan pertanahan; 

c. Bagi Stakeholder 

Kemudahaan dalam mengakses Informasi dan Layanan 

pertanahan, Integrasi data dan sharing data. Kantor Pertanahan 

Kota Pematang Siantar dalam pelayanan publik digital, 

penyempurnaan sistem teknologi digital berkaitan dengan sistem 

pelayanan publik, mempersiapkan SDM yang kompeten dalam 

menjalankan sistem, serta menyusun berbagai birokrasi yang 

diatur oleh kebijakan- kebijakan terkait  dalam  mewujudkan 

good governance untuk layanan pertanahan berbasis elektronik 

serta layanan publik berbasis elektronik. 

 

Pelayanan publik dilakukan dalam bentuk elektronik memiliki banyak 

manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya implementasi e-

government antara lain: 

 

1. Memperbaiki layanan pemerintah; 

2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas; 

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan 

interaksi; 

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan 

sumber-sumberpendapatan baru; 

 

5. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang cepat dan tepat 

menjawabpermasalahan; 

 

6. Memberdayakan Masyarakat dan pihak – pihak lain sebagai mitra 

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik. 
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1.4. Ruang Lingkup Aksi Perubahan 

Ruang lingkup permasalahan yang diangkat menyangkut percepatan 

layanan pengecekan setifikat yang secara peringkat masih sangat rendah, 

hal ini didukung dengan peringkat layanan pengecekan sertifikat yang 

masih berada pada peringkat 20 sesumatera utara dari 28 satuan kerja 

kantor pertanahan. Keterkaitan dengan cakupan bidang tugas adalah 

untuk meningkatkan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM), peranan 

kasubbagTU sebagai pejabat pengawas dalam hal ini adalah untuk 

memastikan tunggakan layanan berkurang atau bahkan zero tunggakan, 

adapun yang menjadi lokasi kelurahan yang menjadi aksi perubahan 

adalah: keluharan asuhan, dimana dari sumber data KKP data Buku 

tanah valid dikelurahan tersebut sebanyak (86,45 %) dan surat ukur 

Valid adalah 93,86%. 

 

1.5. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang 

Bermasalah 

Diagnosa Organisasi secara umum merupakan aktivitas atau upaya 

untuk memahami isu dan masalah yang ada dalam organisasi secara tepat 

termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan 

tersebut dan merumuskan solusinya. Permasalahan yang muncul dalam 

suatu organisasi dapat teridentifikasi dengan adanya diagnosa organisasi 

ini. Berdasarkan diagnosa penulis ada beberapa hal yang harus dilakukan 

perbaikan,berdasarkan hasil diagnosa kemudian dianalisis dan mejadi 

isu strategis pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar antara lain 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya Kualitas Pelayanan Pertanahan pada Kantor 

Pertanahan Kota Pematang Siantar masih banyak terdapat 

permohonan yang penyelesaiannya melewati batas waktu SOP, 

sehingga untuk terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani 

masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik dan efisien. 

2. Dokumen Pertanahan yang belum tertata dengan baik 

dikarenakan Keterbatasan ruang penyimpanan dan sebahagian 
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Pencarian Buku Tanahyang masih manual hingga membutuhkan 

waktu yang lama. Dokumen/Arsip pertanahan adalah merupakan 

Asset Negara yang sangatpenting yang dihasilkan dari kegiatan 

administrasi Kementerian AgrariaTata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dan merupakan warisan nasional dari generasi ke 

generasi lebih lanjut dokumen pertanahan itu sendiri wajib 

dipelihara oleh kantor pertanahan. Target Program Strategis 

Nasional PTSL semakin tahun semakin meningkat belum 

ditambah  dengan  dokumen/arsip  yang  dihasilkan   dari 

kegiatan pemeliharaan data, oleh karena itu menyebabkan 

dokumen yang berada pada Kantor Pertanahan volumenyajuga 

semakin meningkat, sehingga membutuhkan ruang arsip serta 

biaya pemeliharaan yang besar. Tentunya hal ini menjadi 

permasalahan yang cukup besar bagi tiap Kantor Pertanahan 

karena fungsi dan peranandokumen/arsip sangat diperlukan oleh 

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

dalam menjalankan fungsi kegiatannya sebagai Alat Bukti Hukum 

(The ability to produce evidence of action) Arsip sebagai bukti 

atau legalitas. Dokumen/Arsip pertanahan yang dimiliki Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki fungsi sebagai legalitas 

atau bukti-bukti kepemilikan tanah. Hal tersebut sangat penting 

untuk kenyamanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, 

memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun 

kepada masyarakat. Perkembangan zaman yang sudah modern 

menuntut kantor pertanahan terus berinovasi dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut, dan digitalisasi dokumen 

pertanahan merupakan sebuah jawaban dalam menghadapi itu. 

Digitalisasi warkah berarti menjadikan dokumen warkah sebagai 

data digital dan meminimalisir penggunaan kertas (paperless). 

3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum 

mumpuni Kurang dan Rendahnya kualitas SDM adalah  salah 

satu isu strategis padaKantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, 
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Memiliki sumber daya manusia(SDM) berkompeten dan berdaya 

saing tinggi menjadi syarat mutlak untuk dapat meningkatkan 

Pelayanan Publik, Pengembangan kompetensi SDM menjadi 

sangat strategis dan harus segera dilakukan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

 

Dari ketiga isu strategis diatas maka dalam menentukan priortias utama, 

diperlukan diagnosa isu organisasi untuk menentukannya, hal ini 

bertujuan untuk menemukan secara tepat permasalahan dalam 

organisasi/unit organisasi termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

terjadinya permasalahan tersebut serta merumuskan solusinya. Untuk 

menentukan isu strategis maka penulis menggunakan metode USG 

(Urgency, Seriousness, and Growth). Adapun Isu strategis tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 Masih adanya permohonan yang penyelesaiannya melewati Batas 

waktu SOP sehingga menjadi tunggakan. 

Tabel 1. Layanan Prioritas Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar 
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1.5.1. Strategi Penyelesaian Masalah 

Berdasarkan masalah utama yang telah diuraikan maka salah satu  terobosan 

dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik adalah “PercepatanLayanan 

Prioritas Pengecekan Sertipikat Melalui Digitalisasi  Buku  Tanah  dan  Surat 

Ukur Pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar”. 

Hal ini merupakan penyebab utama mengapa rendahnya kualitas 

pelayanan pertanahan khususnya pada layanan pengecekan sertifikat 

pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar. Dengan adanya 

percepatan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Pertanahan melalui 

Digitalilasi Buku Tanah dan Surat Ukur . 

Dengan Digitalilasi Buku tanah dan Surat Ukur ini maka akan memberi 

kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama kepada 

pengguna layanan pertanahan sehingga tercapailah tujuan untuk 

memudahkan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

Adapun tahapan dalam rancangan Aksi Perubahan  “Percepatan 

Layanan Pertanahan Pengecekan Sertipikat Melalui Digitalisasi Buku 

Tanah dan Surat Ukur Pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar” 

adalah sebagaiberikut : 

 

 

 

No. Kegiatan Pelaksanaan Waktu Output 

1. Jangka Pendek 
 

Tahapan Persiapan 

   

 a. Koordinasi 

Konsultasidengan 

Mentor/Kepala 

Kantor 

 
Tim Leader 

 
24 Mei 2023 

 
Dokumentasi 

 b. Rapat Pembentukan 

Tim Kerja 

Tim Leader 6 Mei 2023 Notulen 

 c. Penerbitan SK Tim 

Kerja 

Tim Leader 13 Mei 2023 SK Tim Kerja 
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 d. Rapat Tim Kerja 
untuk pelaksanaan 
kegiatan 

Tim Leader 20 Mei 2023 SK Tim Kerja 

 e. Koordinasi dan 

Sosialisasi  antara 

Tim Pelaksana 

dengan stakeholder 

Tim Leader 27 Mei 2023 Terlaksananya 

Penyuluhan kepada 

masyarakat dan 

PPAT 

2. Tahapan Implementasi 

Tim Kerja 

Tim Leader 

Dan Tim Kerja 

2 juni s.d 
2 Juli 2023 

Berkurangnya 

Tunggakan 

 1)  Inventarisasi  Pelayanan 

 Sertipikat dan  Pengecekan 

 Buku Tanah  yang  Sertifikat 

 belum   

 terdigitalisasi   

 2)  Pelaksanaan   

 Kegiatan   

 Digitalisasi Buku   

 tanah dan Surat   

 Ukur   

3. Tahapan Monitoring dan 

Evaluasi 

   

 a. Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

Tim Leader 9 Juli s.d 
16 Juli 2023 

Dokumen 

 b. Penyusunan 
Laporan Kegiatan 

Tim Leader  Dokumen Laporan 

 c.  Seminar Laporan 
Aksi Perubahan 

Tim Leader  Laporan Aksi 
Perubahan 

Tabel 2. Rancangan Aksi Perubahan 
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1.5.2. Pemetaan Sikap Prilaku 
 

 

 
 
 

Gambar 1. Profil Kompetensi 
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Gambar 2. Profil Psikologis 

 
Dari hasil pemetaan kompetensi yang disajikan penulis masih memiliki gap nilai 

yang masih harus dipenuhi sebagai pejabat pengawas yaitu pada nilai Kerjasama 

dan pengambilan keputusan, setelah aksi perubahan ini dilaksanakan diharapkan 

terdapat peningkatan nilai pada Kerjasama dengan membuat rencana komunikasi 

kepada stakeholder terkait, sedangkan dalam pengambilan keputusan setelah 

dilaksanakannya aksi perubahan penulis dapat melihat pelatihan-pelatihan dari 

youtube, IG , FB dan mediasosial lainnnya. 



 

BAB II 

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

 

 
2.1 PEMBANGUNAN INTEGRITAS 

Dalam Implementasi Aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Penulis sebagai 

peserta Akper, Penulis telah melaksanakan proses Implementasi aksi perubabahan 

yang berjudul Percepatan layanan prioritas pengecekan sertipikat melalui 

digitalisasi buku tanah dan surat ukur dilakukan dengan penuh integritas dimana 

hal ini selalu disampaikan oleh penulis sebagai peserta akper pada setiap 

kesempatan apel pagi kepada seluruh pegawai, sejalan dengan hal tersebut kantor 

pertanahan kota pematangsiantar juga telah mengajukan Pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK wilayah bebas dari dari korupsi, penulis didalam 6 area 

perubahan berada di Penataan Manajemen SDM. 

 

Gambar 3. Apel Pagi 
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Gambar 4. Apel Pagi 

 

 

 

2.2 PENGELOLAAN BUDAYA PELAYANAN (PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI INFORMASI) 

Dalam hal pengelolaan budaya pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Penulis sebagai peserta akper, dimana mengambil tema percepatan layanan 

prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi surat ukur dan buku tanah, 

mengedepankan budaya pelayanan yang cepat sesuai dengan SOP hal ini sejalan 

dengan pemanfaatan tehnologi informasi yang semakin berkembang melalui 

Komputerisasi Kantor Pertanahan, dengan Penggunaan Aplikasi sentuh Tanahku 

Pemohonan dapat mengecek perjalanan berkasnya secara mandiri. 
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Gambar 5. Aplikasi Sentuh Tanahku 

 

 
2.3 PENGELOLAAN TIM 

Penulis dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang berjudul percepatan 

layanan prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi surat ukur dan buku 

tanah, selalu mengedepankan kerjasama dengan Tim terkait terutama seksi 

Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Seksi Survei dan Pemetaan, dalam pengelolaan 

Tim tentu saja masih ada Hambatan kendala dan masalah yang dihadapi penulis, 

mengigat kegiatan dikantor pertanahan saat ini sangatlah padat, dari program 

strategis nasional seperti PTSL, Sertipikasi Aset Pemerintah, UKM, Pengadaan 

Tanah dll, tentu menguras pikiran tenaga dan SDM yang tersedia, tentu penulis 

dalam hal ini harus bijak dalam mensikapinya agar implementasi aksi perubahan 

yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. 
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Gambar 6. Rapat Tim (Rencana Aksi Perubahan) 



 

BAB III 

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

 

 

3.1  CAPAIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN 

PUBLIK 

Dalam Proses Implementasi Rencana Aksi Perubahan yang dibuat penulis berjudul 

percepatan layanan prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi surat ukur 

dan buku tanah, perlu penulis flas back kembali pada saat penulis mengambil tema 

ini, adapun alasan penulis mengangkat tema ini adalah berangkat dari rendahnya 

nilai 7 layanan prioritas di kantor pertanahan kota pematangsiantar, terutama 

dilayanan pengecekan sertipikat, namun pada saat paparan aksi perubahan, penulis 

mendapat masukan untuk tidak hanya berfokus di layanan pengecekan sertipikat 

saja, akan tetapi juga berfokus kepada seluruh 7 layanan prioritas, penulis coba 

tampilkan perbandingan Before after nya. 

 

Gambar 7. layanan Prioritas pada Awal Juni (BEFORE) 

Penulis ingin paparkan bahwasanya hampir semua 7 layanan prioritas berwarna 

merah dengan total nilai kinerja 70,15. 
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Gambar 8. Layanan Prioritas pada tanggal 4 Agustus (After) 

Terjadi Peningkat yang signifikan untuk kinerja 7 layanan prioritas dengan nilai 

kinerja 96, 6 dari 70, 15. 

3.2 MANFAAT AKSI PERUBAHAN 

Dengan terlaksananya implementasi aksi perubahan ini tentu berdampak terhadap 

pelayanan publik hal ini bias dilihat dari indek kepuasan masyarakat yang terjadi 

namun demikian lebih dari itu target jangka menengah dari implementasi aksi 

perubahan ini , memperbaiki citra layanan pertanahan terkhusus pada 7 layanan 

prioritas dimana 79% layanan kantor pertanahan berasal dari 7 layanan prioritas , 

sedangkan untuk jangka panjang dari implementasi aksi perubahan ini adalah 
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meningkat kepercayaan public terhadap layanan pertanahan yang semakin hari 

semakin cepat dan mudah. meningkat kepercayaan public terhadap layanan 

pertanahan yang semakin hari semakin cepat dan mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Survei IKM 
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Gambar 10. Kualitas Pelayanan 

Sebagaimana data terlampir terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat sangat baik 

dengan nilai indeks 4 dari 140 respondense. 

3.3 Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan 

 

Dari hasil Pemetaan Kompetensi yang didapat, penulis masih memiiki gap yang 

harus di tingkatkan untuk diantaranya pengambilan keputusan dan kerjasama untuk 

itu penulis telah mendengarkan vedio yang berhubungan dengan critical thinking 

untuk menutupi gap yang terjadi. 
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Gambar 11. Upaya Meningkatkan Kemampuan Dalam Berfikir Kritis 
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3.4 KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN 

Mata Pelatihan pilihan yang diambil adalah manajemen keuangan Negara adapun 

hubungan antara implementasi aksi perubahan yang berjudul percepatan layanan 

prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi buku tanah dan surat ukur adalah 

pengakuan akuntasi yang berbasis akrual terhadap suatu layanan pertanahan 

menyebakan muculnya pengakuan pendapatan diterima dimuka, apabila suatu 

layanan pertanahan telah dibayarkan oleh masyarakat ke kas Negara akan 

menimbulkan kewajiban yang harus diselesaikan Negara, misalkan 7 layanan 

prioritas untuk pengecekan sertipakat yang memiliki SOP 1 hari kerja, apabila tidak 

diselesaikan sampai melewati tahun anggaran berikutnya, hal ini akan menjadi 

kewajiban Negara dalam pencatatan akuntasinya. 

 

 
 

Gambar 12. Menu Mata Pelatihan Pilihan 
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Gambar 13. Formulir Pemetaan Sikap Perilaku dan Pengembangan Potensi Diri 



 

BAB IV 

DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBELANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

 

 
4.1 PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI 

Dalam Implementasi Aksi Perubahan ini penulis yang mengangkat tema Percepatan 

layanan Prioritas cek bersih melalui digitalisasi Surat Ukur dan Buku tanah juga 

menerapkan strategi komunisi dengan memanfaatkan media komunikasi seperti 

WA dan Media sosial seperti istagram, dimana adapun tujuan dari Strategi 

Komunikasi tersebut adalah memudahkan Penulis dalam menyebarluaskan 

informasi kepada stakeholder terkait, Stategi komunikasi ini juga dibentuk melalui 

Surat keputusan kepala kantor Nomor : 88/KEP-12.72/VII/2023. 
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Gambar 14. SK Kepala Kantor 

 
4.2 KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI 

AKSI PERUBAHAN 

Dalam Implementasi aksi perubahan ini penulis juga mendapat dukungan dari 

kepala kantor dan testimony dari Kepala seksi penetapan Hak dan pendaftaran. 

Secara langsung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh penulis berdampak 

terhadap 7 layananan prioritas yang notabene adalah kegiatan yang merupakan tusi 

dari seksi penetapan dan pendaftaran hak. 

 
Gambar 15. Testimoni KASI Hak dan Pendaftaran 
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4.3 KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

Keberlanjutan dari aksi perubahan ini tentu mendapat dukungan penuh dari mentor, 

terlebih aksi perubahan ini secara langsung bersentuhan dengan 7 Layanan Prioritas 

yang menjadi pusat perhatian pimpinan di tingkat kementerian, mengingat 79 % 

dari layanan pertanahan berdara di 7 layanan prioritas hal ini dibuktikan dengan 

dari proses Rancangan aksi perubahan ini dibuat telah disetujui oleh mentor penulis 

 

 
Gambar 16. Persetujuan Mentor 

Adapun kegiatan jangka pendek dari implementasi aksi perubahan yang penulis 

adalah untuk menpercepat dan mempermudah layanan pertanahan pada kantor 

pertanahan kota pematangsiantar sedangkan target jangka menengah dari 

implementasi aksi perubahan ini , memperbaiki citra layanan pertanahan terkhusus 
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pada 7 layanan prioritas dimana 79% layanan kantor pertanahan berasal dari 7 

layanan prioritas sedangkan untuk jangka panjang dari implementasi aksi 

perubahan ini adalah meningkat kepercayaan public terhadap layanan pertanahan 

yang semakin hari semakin cepat dan mudah. 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 
https://www.instagram.com/kantahkotapematangsiantar, diakses tanggal 03 

Agustus 2023 

https://kepemimpinan-asnpintar.lan.go.id/backend/participant, diakses tanggal 03 

Agustus 2023 

https://orpeg.atrbpn.go.id/survey/event_result_component, diakses tanggal 03 

Agustus 2023 

https://sipk.atrbpn.go.id/pengembangan/katalog, diakses tanggal 03 Agustus 2023 

https://statistik.atrbpn.go.id/, diakses tanggal 03 Agustus 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw, diakses tanggal 03 Agustus 

2023 
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